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Revisi UU Perlindungan Saksi Dan Korban

Polisi Dan Jaksa Akan
Terlibat Secara Aktif

Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang
{UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kepolisian dan
kejaksaan akan dilibatkan dalam perlindungan saksi dan

korban.

ANGCOTA Komisi XIII DPR
Mafirion mentlai, pelibatan aktif
kepolisian dan kejaksaan akan
meningkatkan jaminan kea-
manan bagi saksi maupun kor-
ban. Selama ini keterlibatan dua
lembaga negara itu hanya seka-
dar permintaan dari Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban
1, scharusnya menjadi

"Saat ini LPSK harus bersurat
meminta bantuan. Jika polisi
mau, maka perlindungan dibe-
rikan, tapi kalau tidak, tidak
ada kewajiban melekat,” wjar
Mafirion dalam keterangannya,
Jumat { 19/9/2025).

Mafirion bilang. UL Perlin-
dungan Saksi dan Korban saat
ini masih lemah. Sebab hu-
bungan antara LPSK dengan
aparat penegak hukum hanya
bersifat koordinatif. Artinya.
perlindungan masib bergantung
pada permohonan LPSK. tanpa
kewajiban darn aparat penegak
hukum. “Ini tidak cukup,” tegas

jibkan terlibat la

politikus PKB ini.

Berdasarkan hasil studi band-
ing ke beherapa negara,
perlindungan bisa lebil ku
kepolisian dan kejaksaan diwa-
2. [ Hong
Keng dan Korea, kepoelisian
diwajibkan memberikan perlind-
ungan, bukan hanya jika diminta.
"Model ini bisa kita adaptasi.”
usul legislator asal Riaw ini.

Karena itu, regulasi perlu di-
sesuatkan agar kepolisian, kejak-
saan, hingga lembaga peradilan
memiliki peran aktif dalam per-
lindungan saksi dan korban. Hal
ini akan memperkuat keberanian
masyarakat memberi keterangan
hukum sekaligus menjaga keadi-
lan bagi semua pihak.

Diketahui, sejak berdin pada
2008 hingga 2024, LPSK men-
catat telah menerima 43.511
permohonan perlindungan dari
saksi korban, pelapor, saksi pe-
laku, hingga ahli. Angka terse-
but menunjukkan betapa besar
kebutuhan masyarakat akan

perlindungan vang efekuf.
"Menjamin perlindungan be-
rarti menjamin keamanan agar
sakst berant bicara apa adanya
tanpa-khawatir ancaman dtay
tekanan. Dengan keterlibatan
kepolisian dan-kejaksaan, per-
lindungan akan lebih nyata dan
berkesinambungan. " tegasnya.
Anggota Komisi X1 DER
Shadig Pasadigoe menambah-
kan, perlindungan saksi dan kor-
ban merupakan pilar utama pene-
gakan hukum vang berkeadilan,
Tanpa adanya perlindungan
vang nyata dan efekuf, saksi dan
korban akan takut membertkan
keterangan. "Ini melemahkan
upaya kita mencgakkan hukum,
termasuk pemberantasan korup-
sl narkotika, terorisme, hingga
perdagangan orang.” tandasmya,
Selam i, Shadig menyoroti
beberapa poin krusial vang perlu
masuk dalam revisi UL tersebut.
[n antaranya, kewajiban koor-
dinasi aparat penegak hukum
dengan LPSK melalun standar
operasional prosedur (SOP)
ving Jelas dan mengikat. Juga,
perluasan cakupan perlindu-
ngan, tidak hanya kasus korup-
s, narkotika, atau Hak Asasi
Manusia (HAM) berat. tetapi
juga tindak pidana umum yang

menimbulkan ancaman serius.

Yang penting juga, tambah
dia, dukungan teknis dan ope-
rasional. peagawalan, pengama-
nan persidangan. jaminan kera-
hasiaan identitas saksi. dengan
opsi sidang jarak jauh dan sanksi
bagl pejabat yang lalai. Pe-
nguatai-anggaran dan fasilitas
LPSK. termasuk pembentukan
safe house di tingkat provinsi
dan kabupaten.

"Juga keterlibatan masyara-
kat, terutama melalui peran
tekoh lokal dan organisasi sipil
agar saksi berani mengajukan
perlindungan.” mbuh politikus
Nasdem ini.

Shadig mencgaskan. revisi
UL ini merupakan momentum
penting bagi negara dalam me-
ningkatkan legitimasi perlind-
ungan terhadap rakyvat. Dengan
perlindungan vang menyeluruh,
kepercayaan publik akan me-
ningkat dan keadilan dapat benar-

Sementara, Wakil Direktur
Tindak Pidana Unum{ Wadintipi-
dum) Bareskrim Mabes Polri
Kombes Burkan Rudy Satria
mengatakan, perlunya koordi-
nast secara formal dengan mem-
bentuk liaison officer (L0 atau
penghubung permanen Polei di

jadi ditindak pidana umum saksi

LPSK. Tujuannya untuk mem-
uat perlindungan saksi.
Selama ini tidak ada keter-
wakilan kami yang ditunjuk
untuk berkoordinasi dengan
LPSK. Jadi sifamya clementer
atau parsial.” kata Burkan di
Ciedung DPR, Rabu (1 7/9/2025),
1. orang butuh perlind-
ungan atas k vitu, Namun
karena tidak ada personel ke-
polisian vang ditunjuk untuk
berkoordinast dengan LPSK
sehingga agak merepotkan.
ini setiap wilayah
belum memiliki perwakilan
LPSK. "Artinva sangat tergan-
tung dengan kepentingan dari
penyidikan itw sendiri," kata dia.
Burkan menambahkan, per-
i itu tak hanya untuk
kasus korupsi, nark
Pidana Pencucian Uang (TPPL),
tapi juga tindak pidana umum
lainnya. Sebab banyak juga ter-

vang mendapat ancaman, bah-
kan sampai meninggal. "Ini mau
tidak mau kita harus melakukan
perlindungan.” usuloya,

Lebih lanjut, Burkan juga
mengusulkan whistle blower
dan justice collaborator atau
saksi vang terlibat masuk dalam
subjek perlindungan. m T
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